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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Di era digitalisasi yang serba teknologi saat ini, ada banyak tantangan dan 

peluang yang tidak mungkin untuk dihindari. Ini termasuk dalam sistem 

institusional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu dampak 

perkembangan terknologi digital antara lain mempercepat komunikasi dan 

mempermudah pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya antara lain 

menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap anti sosial. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana dan mengapa hambatan 

institusional membatasi digitalisasi penganggaran pemerintah dalam konteks 

negara berkembang dan bagaimana hambatannya dapat diatasi. Penganggaran 

pemerintah melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian publik 

penerimaan dan pengeluaran sektor Penganggaran pemerintah merupakan 

kegiatan lintas lembaga yang melampaui hierarki vertikal dan horizontal 

pemerintahan. Digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk 

memindahkan aktivitas fisik dan dokumen offline ke platform online untuk 

mengaktifkan interaksi elektronik (Bharadwaj, 2013; Fichman, 2014). Umumnya, 

teknologi digital diaktifkan jaringan komputer platform yang didukung oleh 

Internet untuk mempromosikan interaksi online (Janowski, 2015). Digitalisasi 

menawarkan peluang kepada pemerintah untuk mengatasi masalah tradisional, 

proses berbasis kertas. 

Adanya kualitas sumber daya ASN yang baik merupakan salah satu faktor 

yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis 
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digital. keberhasilan penyediaan layanan publik melalui penggunaan teknologi 

digital. Seperti yang kita ketahui, sumber daya ASN yang ada di lingkungan yang 

bersifat Pelayanan publik yang berbasis digital masih memerlukan birokrasi yang 

jauh di bawah standar kompetensi. digitalisasi tersebut, sehingga pemerintah 

daerah menghadapi tantangan tersendiri dalam menyiapkan Untuk menyiapkan 

sumber daya ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan agar memiliki 

kemampuan untuk menghadapi perkembangan arus digitalisasi berbasis 

teknologi, pemerintah daerah menghadapi tantangan tersendiri. Menghasilkan 

sumber daya untuk ASN sangat penting. agar meningkatkan kualitas untuk 

mencapai hasil yang optimal di lingkungan birokrasi. 

Beberapa negara berkembang telah memprakarsai program untuk 

mendigitalkan proses pemerintahan untuk administrasi publik dan penyampaian 

layanan yang lebih efektif dan efisien. Masalah lain yang dihasilkan dari struktur 

dan budaya sektor publik termasuk divisi operasional dan politik (Beynon- 

Davies, 2007; Irani, 2007) serta resistensi terhadap inovasi (Seng, 2010; Zhao & 

Khan, 2013). Insularitas fungsional serta kurangnya integrasi dan pembagian 

informasi lintas departemen dan lembaga juga menjadi tantangan bagi digitalisasi 

(Davison, 2005). Perlawanan dari pegawai negeri karena takut kehilangan 

pekerjaan (Falk, 2017) juga menjadi kendala digitalisasi di sektor publik. 

Terlepas dari kegunaannya, digitalisasi dokumen dan aktivitas di sektor publik 

telah dikaitkan dengan tantangan karena terkadang gagal mempertimbangkan 

perbedaan antar lembaga dalam hal akses ke teknologi dan sumber daya terkait 

(Calvo & Campos, 2017). Dalam situasi di mana beberapa lembaga lebih maju 

daripada yang lain, formalisasi dan standarisasi proses digital lintas hierarki 
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horizontal dan vertikal pemerintah dapat menjadi masalah (Falk, 2017). 

Tantangan ini terutama terlihat di negara berkembang, di mana karena 

kesenjangan digital, agensi tidak memiliki akses yang sama ke teknologi. 

EJISDC (2017) 82, 5, 1-17 Terlepas dari manfaat digitalisasi, penerapannya di 

sektor publik dapat menjadi tantangan tersendiri (Falk, 2017). Secara umum, sifat 

budaya dan struktur di sektor publik dapat menjadi penghambat inovasi digital 

(Heeks & Stanforth, 2007; Irani, 2007; Weerakkody, 2011). Sektor publik 

tradisional dicirikan oleh struktur hierarkis dan berbeda serta proses birokrasi dan 

berbasis kertas (Davison, 2005; West, 2004) yang menyebabkan inefisiensi dan 

penundaan (Beynon-Davies, 2007). Paradoksnya, birokrasi di sektor publik 

dimaksudkan untuk mempromosikan efisiensi, kesetaraan dan demokrasi 

(Cordella & Iannacci, 2010). Namun, hal itu semakin menjadi sumber 

keterlambatan, inefisiensi (Davison, 2005) dan dokumen yang berlebihan 

(Wiredu, 2012). Namun, dalam banyak kasus, hasilnya gagal karena hambatan 

kelembagaan, sosial budaya dan teknologi (Siddiquee, 2016). Di antara hambatan 

yang teridentifikasi adalah struktur birokrasi yang rumit dan bertingkat  yang 

diwarisi dari pemerintahan kolonial masa lalu (Imran, 2013), e-illiteracy dan 

infrastruktur TIK yang tidak memadai (Bertot et al., 2010; Heeks & Stanforth, 

2007; Hendriks, 2013). Tantangan lain termasuk resistensi terhadap perubahan, 

perebutan kekuasaan dan kurangnya kolaborasi lintas lembaga (Schuppan, 2009) 

serta kegagalan untuk memperbarui undang-undang yang ada (Basu, 2004). 

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus berfokus pada hambatan 

institusional untuk reinstitusionalisasi e-government di negara berkembang masih 
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terbatas. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk memperluas pengetahuan 

yang ada tentang hambatan inovasi e-government di negara-negara berkembang. 

Pendekatan pelembagaan telah ditemukan berguna untuk mempelajari 

fenomena sistem informasi terkait perubahan, termasuk pengembangan sistem, 

implementasi, adopsi dan penggunaan (Mignerat & Rivard, 2009). Karena studi 

ini menyangkut digitalisasi penganggaran pemerintah sebagai bentuk perubahan 

kelembagaan, kami mempertimbangkan pendekatan kelembagaan sebagai lensa 

teoritis yang tepat. 

Adapun tantangan Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam digitalisasi 

perencanaan anggaran yaitu: 

1) Kelumpuhan Analisis. 

 

2) Lebih Malas Secara Intelektual. 

 

3) Pencairan dana yang terkadang sendat. 

 

4) Merupakan hal baru. 

 

Dari tantangan yang dialami oleh Badan Perencanaan anggaran Sekretariat 

daerah Kota Palembang, pasti adanya solusi bagi tantangan tersebut yaitu: 

1) Pemanfaatan data yang lebih baik. 

 

2) Memberikan pelatihan atau training kepada anggota organisasi. 

 

3) Mengamalkan nilai budaya dan norma yang berlaku. 

 

4) Menjunjung tinggi dasar-dasar negara dan konstitusi. 

 

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Sebagai bagian dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, otonomi daerah didefinisikan sebagai kewenangan daerah untuk 

mengambil keputusan sendiri tentang kepentingan masyarakat setempat dan 

bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat. Otonomi memungkinkan pemerintah 
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daerah untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, dan memungkinkan 

mereka untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya mereka sendiri. 

Salah satu bagian penting dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah 

adalah Perencanaan dan penganggaran daerah adalah komponen penting dari 

mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan saling berhubungan. Perencanaan dan 

penganggaran merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola 

pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Agar berjalan baik, Penganggaran 

tidak seharusnya mengontrol proses perencanaan sebaliknya, perencanaan harus 

mempertimbangkan kelayakan ekonomi dan ketersediaan dana agar realistis. 

Hal yang paling penting yaitu digitalisasi itu sendiri Sekretariat Daerah Kota 

Palembang menggunakan E-GOV SIPD Se-Indonesia, Aplikasi sistem informasi 

pemerintahan daerah atau SIPD adalah sistem aplikasi baru keluaran kemendagri 

yang mulai pada tahun 2021 lalu diimplementasikan oleh pemda se-indonesia. 

SIPD adalah sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, akuntasi laporan, pengadaan barang jasa dan barang milik daerah 

juga. 

Dari E-SIPD yang telah dijalankan atau dilaksanakan Sekretariat Daerah 

(Sekda) Kota Palembang adalah pemkota Palembang pertama di Indonesia yang 

berhasil mengimplementasikan E-SIPD diketahui berdasarkan laporan proges 

report penerapan SIPD. 

Adapun peraturan yang mengatur perencanaan anggaran Sekretariat Daerah 

Kota Palembang adalah sebagai berikut: 

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 
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b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Hal ini dapat terlaksanakan apabila Standar Operasional Prosedur dijalankan 

dengan baik oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai berikut: 

Gambar 1. SOP Sekretariat Daerah Kota Palembang 
 

 

Sumber: Rencana Kerja (RENJA SEKDA) 

 

 

Era digitalisasi adalah suatu Era di mana semua hal sudah digital, dengan 

teknologi dan koneksi internet yang mudah diakses Kemajuan teknologi juga 

dapat menunjukkan kemajuan peradaban manusia. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan pentingnya digitalisasi 

perencanaan anggaran yang efektif untuk mencapai tujuan yang mempermudah 

penyusunan atau perencanaan anggaran, maka perlu pengamatan lebih lanjut 

tentang tantangan institusional dalam digitalisasi perencanaan anggaran di 

secretariat daerah kota Palembang secara baik dan optimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana tantangan Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam digitalisasi 

perencanaan anggaran? 

1.3 Tujuan 

 

Untuk mengetahui peran, upaya dari tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat 

Daerah Kota Palembang dalam mengakomodasikan kebijakan perencanaan anggaran 

dan evaluasi perencanaan Sekretariat peningkatan digitalisasi di era sekarang. 

1.4 Manfaat 

 

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat 

yaitu antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan Pustaka bagi penelitian 

dimasa depan. Selain itu diharapkan dapat menambah referensi penelitian 

mengenai tantangan institusional dalam digitalisasi perencanaan anggaran 

pada Sekretariat Daerah Kota Palembang. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah 

daerah dengan harapan tantangan institusional dalam digitalisasi perencanaan 

anggaran tersebut dapat menuai keberhasilan lebih baik dimasa yang 
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mendatang serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis dimasa 

mendatang. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 
Arfeen, MI & Kamal, MM (2014). Masa Depan E-Government di Pakistan: Pendekatan 

Studi Kasus. Konferensi Amerika ke- 20 tentang Sistem Informasi, Savannah. 

Berutu, Rahmat. Analisis Perencanaan dan Pengawasan Biaya Operasional PT. Hexasetia 

Sawita Medan, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2007. 

Bastian, Indra (2006). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di 

Indonesia. Jakarta, Salemba Empat. 

Baptista, J. (2009). Institusionalisasi sebagai Proses Interaksi antara Teknologi dan 

Konteks Penggunaan Organisasinya. Jurnal Teknologi Informasi, 24, 4, 305-319. 

Bharadwaj, A., El Sawy, OA, Palvou, PA & Venkatraman, NV (2013). Strategi Bisnis 

Digital: Menuju Generasi Berwawasan Selanjutnya. MIS Triwulanan, 37, 2, 471- 

482. 

 

Calvo, AS & Campos, C. (2017). Meksiko: Jendela Tunggal untuk Perdagangan Luar 

Negeri. Dalam Falk, S., Römmele, A. & Silverman, M. (Eds.). Pemerintahan 

Digital: Memanfaatkan Inovasi untuk Meningkatkan Kinerja dan Hasil Sektor 

Publik bagi Warga Negara (85-104). Cham: Springer. 

Effah, J. (2016). Efek Kelembagaan pada Kewirausahaan Pembayaran Elektronik di 

Negara Berkembang: Pendukung dan Kendala. Teknologi Informasi untuk 

Pembangunan, 22, 2, 205-219. 

Fathurrochman, I. (2017). Pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara ( asn 

 

) sekolah tinggi agama islam negeri ( stain ) curup. : Manajer Pendidikan, 11(21), 



 

 

120–129. 

 

Halim, Abdul dan Theresia Woro  Damayanti (2007), Pengolaan Keuangan Daerah. 

 

Yogyakarta UPP STIM YKPN. 

 

Latif, M., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2014). Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan 

Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Wacana Journal of Social 

and Humanity Studies, 17(2), 78-87. 

Nurwahida, Perencanaan dan Pengawasan Biaya Operasional Pada PT. Karya Pratama 

Niaga Jaya, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, 2014. 

Putri, E. E. (2019). Optimalisasi E-Planning Dalam Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja 

Dan Dokumen Pelaksana Anggaran Di Kabupaten Gresik. Institut Pemerintahan 

Dalam Negeri. 

Ritonga, Irwan Taufik (2009). Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di 

Indonesia, Yogyakarta, Sekolah Pasca Sarjana UGM. 

Saputra, D. P., & Kurniawansyah, F. (2020). Tantangan BKD Kota Malang Dalam 

Menyiapkan ASN Di Era Digital. Prosiding Simposium Nasional''Tantangan 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Indusri 4. O", 1320-1350. 

Suhadak, dan Trilaksono Nugroho, (2007). Paradigma Pengolaan Keuangan Daerah 

dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi. Malang, Bayu Media Publishing. 


